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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. kedudukan hukum wali mujbir dalam penentuan biaya nikah pada 

prosesi pernikahan adat dan Kompilasi Hukum Islam di Bone Bolango 

berdasarkan pada ketentuan yang telah disyariatkan dalam hukum 

Islam. Selama ini terkait persoalan penentuan biaya nikah juga 

disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam perkawinan dalam 

hukum Islam. Disamping itu, korelasi antara hukum Islam dan Adat di 

Gorontalo terkait masalah-masalah pernikahan memang telah 

dipedomani oleh masyarakat Gorontalo sejak agama Islam masuk ke 

Gorontalo. 

2. Peran dan kedudukan wali mujbir dalam kompilasi hukum Islam 

adalah Menurut madzhab Syafi'iy, wali mujbir adalah wali yang 

berhak menikahkan wanita perawan, baik perawan tersebut masih kecil 

ataupun sudah besar, walaupun tidak ada persetujuan dari perawan 

tersebut. Walaupun begitu, wali sangat dianjurkan (mustahab) untuk 

meminta persetujuannya terlebih dahulu. Yang termasuk wali mujbir 

menurut Syafi'iyah adalah ayah dan kakek. Ini berarti, wali selain ayah 

dan kakek jika akan memilihkan calon suami atau menetapkan mahar 
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bagi wanita perawan harus terlebih dahulu meminta persetujuannya, 

karena bukan termasuk wali mujbir.   

Berbeda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah berpendapat bahwa wali mujbir 

adalah semua wali—baik karena hubungan darah, karena kepemilikan (hamba 

sahaya), karena memerdekakan, karena muwalah, dan karena imamah—jika 

menikahkan wanita yang masih kecil, tidak memandang wanita tersebut perawan 

atau janda. Mirip dengan pendapat Hanafiyah, Madzhab Hanbaly juga berpenapat 

bahwa wali mujbir adalah bagi wanita yang masih kecil. Hanya saja, wali yang 

termasuk mujbir hanya ayah, wushy, dan hakim.  

5.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Setiap masyarakat yang akan menikahkan anak perempuannya , 

sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah menyimak dahulu 

siapa yang berhak menjadi wali mengikuti tertib dan susunan wali 

sesuai dengan ketentuan yang ada. 

2. Orang tua sebagai wali nikah yang sah bagi pihak perempuan 

seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai 

dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah untuk 

anaknya. 
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